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ABSTRAK 

Terjadinya kecelakaan lalu lintas banyak menimbulkan korban, baik itu cacat 

maupun meninggal dunia sehingga bagi pelaku bisa dijerat pidana karena 

kealpaan atau kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Penerapan 

tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, 

yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar 

pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah 

data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Penelitian kepustakaan (library research). Analisis data yang digunakan 

adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertimbangan hukum 

hakim dalam putusan Nomor 08/Pid.Sus/2015/PN.Mdn adalah semua unsur dari 

Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, sehingga divonis 

selama 6 (enam) bulan, 
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URIDICAL ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENT SETTLEMENT BY 
CHILD WITH DIVERSION APPROACH  

(Study of Decision Number 08/Pid.Sus/2015/PN Mdn) 
 

ABSTRACT 
The occurrence of traffic accidents causes many victims, both disabled and dead, 
so that the perpetrators can be criminally charged for negligence or negligence in 
driving a motorized vehicle. The application is regulated in Law No. 22 of 2009 
concerning Road Traffic and Transportation. The research conducted is 
normative research, namely research that uses statutory regulations as the basis 
for solving the problems raised. The data used is secondary data and the data 
collection method used in this research is library research. Analysis of the data 
used is qualitative data.  Based on the results of the study that the judge's legal 
considerations in the decision Number 08/Pid.Sus/2015/PN.Mdn are all elements 
of Article 310 paragraph (3) of Law No. 22 of 2009 has been fulfilled, so that he 
was sentenced for 6 (six) months.  
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PENDAHULUAN 

Ketentuan yuridis mengenai hukum anak di Indonesia didasarkan pada 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang 

No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang digantikan dengan Undang-

Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan 

ketentuan ini Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi anak tanpa 

terkecuali. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah perlindungan 

pada saat anak berhadapan hukum (pidana), yaitu ketika mereka sedang menjalani 

proses peradilan pidana sejak diselidik, disidik, dituntut, disidang di pengadilan, 

dan akhirnya dijatuhi sanksi pidana jika mereka terbukti melakukan tindak pidana. 

Meskipun dalam segi umur masih tergolong dalam kategori anak, hukum tetap 

wajib menjamin perlindungan hak-haknya. Hal ini demi menjamin pertumbuhan 

dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak. 

Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam 

pembangunan bangsa dan negara, sebagai insan yang belum dapat berdiri sendiri, 

perlu diadakan usaha kesejahteraan anak agar dapat tumbuh dan berkembang 

dengan wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial, usaha untuk mewujudkan 

kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang 

tua, sehingga rasa harga diri anak akan berkembang apabila mereka tahu bahwa 

lingkungan menghargai dan suka berbagi pengalaman dengan mereka.  

Tidak semua anak dapat hidup normal, tetapi banyak anak yang 

melakukan kenakalan dan akhirnya berkonflik dengan hukum. Anak yang 

berkonflik dengan hukum akhirnya akan dijatuhi pidana (straf) atau tindakan 

(maatregels). Tingginya kasus anak yang harus berakhir di penjara, sepertinya 

tidak sebanding dengan keberhasilan model pemenjaraan menekankan juvenile 

delinquency. Tak aneh kalau kemudian bermunculan banyak kritik terhadap 

efektivitas pemenjaraan dalam menekan dan menangani kriminalitas, terlebih 

yang dilakukan oleh anak-anak. 

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang 

dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak 
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negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang 

komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan 

sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh 

terhadap nilai dan perilaku anak. 

Anak dalam tata kehidupan masih berada dalam masa perkembangan atau 

pertumbuhan fisik dan mental yang belum stabil/matang. Umumnya anak 

mengalami krisis identitas pada tahap kehidupannya. Krisis identitas anak 

tergantung pada lingkungan yang ikut menentukan pembentukan identitas atau 

pribadinya bila lingkungan yang menentukan akan memungkinkan dia menjadi 

seorang yang matang pribadinya sedang lingkungan buruk biasanya mendorong 

ke hal-hal yang negatif. Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan 

tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala 

ciri dan sifatnya yang khas tersebut. 

Sistem peradilan pidana di Indonesia, bagi siapa pun yang melanggar 

hukum dan jika terbukti dalam persidangan maka akan diberikan sanksi hukum 

yang setimpal dengan perbuatanya tersebut. Kebanyakan hukum yang diberikan 

adalah dalam bentuk berupa pidana penjara. Seiring dengan perjalanan waktu 

dalam kenyataannya dewasa ini pelanggar hukum yang terdapat di dalam 

masyarakat tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh 

anak-anak.  

Prakteknya sering dilihat seorang anak dibawah umur mengendarai 

kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor tanpa didampingi orang 

dewasa sudah menjadi pemandangan yang wajar dan sering sekali ditemukan 

seorang anak yang mengendarai kendaraan melebihi batas kecepatan yang 

ditetapkan oleh rambu-rambu lalu lintas karena kondisi kejiwaan seorang anak 

masih belum stabil. Seorang anak justru akan sangat bangga dapat memacu 

kendaraannya secepat mungkin tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya 

tersebut, memacu kendaraannya dengan kecepatan yang tinggi tersebut dapat 

menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan jiwanya maupun 

jiwa orang lain. Sikap dan tindakan anak-anak yang masih belum stabil dalam 
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membawa kendaraan di jalan seperti ugal-ugalan, memacu kecepatan tinggi dan 

tidak memakai alat keselamatan di jalan raya, mengakibatkan terjadinya 

kecelakaan lalu lintas yang memakan korban baik si pengendara maupun orang 

lain. 

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang tidak disangka-

sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai 

jalan lainnya, yang mengakibatkan korban manusia (mengalami luka ringan, luka 

berat dan meninggal) dan harta benda. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan 

kecelakaan lalu lintas tersebut seperti faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor 

jalan itu sendiri. Kombinasi ketiga faktor ini dapat saja terjadi, antara manusia 

dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan 

kemudian ban pecah sehingga mengalami kecelakaan lalu lintas. 

Anak-anak di bawah umur tidaklah diperbolehkan membawa kendaraan 

bermotor sendiri sebab di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seseorang diperbolehkan membawa kendaraan 

bermotor apabila telah memiliki SIM atau Surat Izin Mengemudi, dan SIM 

tersebut hanya boleh di peroleh apabila sesorang telah berusia 17 tahun 

sebagaimana yang di jelaskan didalam Pasal 81 Undang-Undang No. 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Peran kedua orang tua juga berpengaruh terhadap banyaknya kasus 

kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak, banyak orang tua yang 

memperbolehkan anaknya untuk membawa kendaraan bermotor di jalan raya dan 

dengan sengaja diberikan dengan alasan agar mempermudah anaknya untuk 

berpergian kemana saja baik ke sekolah maupun ketemapat-tempat lain. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang 

menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-

undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian 

deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, 

gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran 

suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain 
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dalam masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah 

mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam 

aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya 

dalam praktik. 

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif  dan 

penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang 

menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam 

peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-

undang. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang 

menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai 

penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum empiris adalah 

penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer. 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan 

Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) 

dalam melakukan analisa terhadap kasus (case study) pada Pengadilan Negeri 

Medan Nomor 08/Pid.Sus/2015/PN Mdn. Pendekatan Kasus (case approach) 

dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan 

dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang 

berkuatan hukum tetap. 

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian 

mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema 

dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif. Untuk menemukan 

teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian 

yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang 

dalam masyarakat. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan mengenai pengertian kecelakaan lalu 

lintas, yaitu kecelakaan merupakan suatu peristiwa yang tidak diduga dan tidak 
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disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang 

mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu 

lintas dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti kelalaian pengguna jalan, 

ketidak layakan kendaraan, ketidaklayakan jalan atau infrastruktur, dan 

iklim/lingkungan. 

Salah satu asas hukum yang dikenal adalah lex specialis derogat legi 

generalis, menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan 

hukum yang bersifat umum, inilah yang menjadi dasar kecelakaan lalu lintas 

dinyatakan sebagai salah satu bentuk perbuatan atau tindak pidana khusus karena 

diatur di dalam suatu bentuk hukum perundang-undangan diluar Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP). Sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP. 

Kecelakaan dapat dinyatakan dalam bentuk tindak pidana karena diatur ketentuan 

pidananya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan. 

Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa: 

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena 

kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan 

Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda 

paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena 

kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka 

ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 

tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). 

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena 

kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka 

berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 
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(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 

mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 

(dua belas juta rupiah). 

Berdasarkan Ketentuan Pasal 310, Pengemudi kendaraan bermotor yang 

karena  kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas ringan diancam pidana 

penjara maksimal 6 bulan, jika mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sedang 

diancam pidana penjara maksimal 1 tahun, dan jika mengakibatkan kecelakaan 

lalu lintas berat maka ancaman hukuman pidana penjara mencapai maksimal 5 

tahun penjara dan jika korbannya mengalami kematian maka diancam dengan 

hukuman pidana penjara 6 tahun. 

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan atas dua faktor yaitu 

kesengajaan dan kelalaian. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor 

kesengajaan maka ancaman pidana yang dapat diberikan menjadi dua kali lipat 

dari ketentuan yang telah ada mengenai masing-masing jenis kecelakaan yang 

disebabkan oleh kelalaian. 

Kepolisian adalah institusi yang memegang fungsi utama penegakan 

hukum. Selain itu kepolisian juga dituntut untuk melayani tujuan sosial berupa 

penjagaan keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan, pengayoman 

dan pelayanan kepada masyarakat. 

Salah satu tugas yang dibebankan kepada kepolisian adalah penanganan 

permasalahan lalu lintas baik yang bersifat prefentif maupun represif. Kepolisian 

dituntut untuk menjaga ketertiban lalu lintas selain juga harus menegakkan hukum 

pidana lalu lintas. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan memberikan peneguhan kepada aparat kepolisian 

sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan paling luas dibanding 

lembaga lain dalam hal penegakan hukum pidana lalu lintas dan ketertiban di 

jalan raya. 

Fenomena yang saat ini berkembang adalah anak telah terbiasa 

mengendarai kendaraan bermotor, padahal mereka belum memiliki Surat Ijin 

Mengemudi (SIM), belum memahami dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas. 
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Anak sebagai pengendara kendaraan bermotor sangat berpotensi menjadi pelaku 

perkara pidana lalu lintas, khususnya terjadinya kecelakaan lalu lintas yang 

mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian material maupun pengobatan bagi 

korban yang mengalami luka-luka, baik ringan, sedang maupun berat, sampai 

dengan korban sembuh.  

Konteks ini pihak pelaku dan keluarganya biasanya mengajukan untuk 

dilaksanakan perdamaian dengan pihak korban dan keluarganya. Diskresi 

kepolisian diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Republik Indonesia yang menentukan bahwa untuk kepentingan 

umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas 

dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ketentuan 

Kepolisian dalam konteks situasi yang demikian dapat melaksanakan diskresi, 

yaitu kewenangan khusus untuk melakukan tindakan tertentu dalam batas 

kewenangan yang dimilikinya. 

Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap 

situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Diskresi sebagai kebijakan 

dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat 

publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undang-undang, dengan tiga 

syarat, yaitu demi kepentingan umu, masih dalam batas kewenangannya, dan tidak 

melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). 

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau 

memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum 

atau perkara pidana yang ditanganinya. Diskresi yaitu suatu wewenang yang 

menyangkut kebijaksanaan untuk pengambilan suatu keputusan pada situasi dan 

kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota 

polisi. Pemberian diskresi kepada Polisi pada hakikatnya bertentangan dengan 

prinsip bertindak berdasarkan hukum. Diskresi menghilangkan kepastian terhadap 

sesuatu yang akan terjadi, sedangkan salah satu fungsi hukum adalah menjamin 

kepastian. 

Diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas, yaitu asas hukum 

yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harus 
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berdasarkan ketentuan undang-undang, akan tetapi tidak mungkin bagi undang-

undang untuk mengatur segala macam hal dalam praktek kehidupan sehari-hari. 

Manfaat diskresi dalam penanganan tindak pidana atau kejahatan adalah sebagai 

salah satu cara untuk membangun moral petugas kepolisian dan meningkatkan 

profesionalitas dan intelektualitas anggota polisi dalam menjalankan tugas dan 

wewenangn secara proporsional dan memenuhi rasa keadilan, serta bukan atas 

dasar kesewenang-wenangan. 

Anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Deli Serdang memiliki 

kewenangan diskresi dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak 

hukum serta penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dasar hukumnya 

adalah Pasal 18 ayat (1) Undng-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Republik Indonesia, Penegakan hukum pidana secara formal melalui lembaga 

penegakan hukum akan menghasilkan keadilan yang relatif cenderung hanya 

keadilan prosedural, tetapi pendekatan keadilan. Bahwa untuk kepentingan umum 

pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.  

Diskresi tersebut diterapkan dalam penanganan perkara pidana lalu lintas 

yang yang dilakukan oleh anak. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa 

status anak sebagai pelaku perkara pidana lalu lintas masih ikut serta dan ada di 

dalam tanggungjawab orangtua, sehingga tidak diterapkan proses penegakan 

hukum oleh Kepolisian melalui penyidikan. Polisi sebagai penyidik dalam 

menangani perkara kecelakaan lalu lintas harus melihat dahulu sebab-sebab 

terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sehingga dapat tidaknya perkara 

tersebut diselesaikan di luar pengadilan atau harus melalui pengadilan.  

Polisi dalam menentukan kriteria tersebut harus mempunyai dasar keahlian 

khusus di bidang lalu lintas karena polisi tersebut dalam menangani perkara 

tersebut harus dapat menyelesaikan dengan baik dan adil. Adapun dalam hal 

tersebut berkaitan langsung dengan cara penyelesaiannya, apabila dapat 

dibuktikan karena kealpaan pelaku dan korban dianggap bersalah maka dapat 

diselesaikan di luar pengadilan. 
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Pelaksanaan diskresi terhadap kasus yang termasuk dalam proses pidana 

sesungguhnya perwujudan dari tuntutan dalam sistem peradilan pidana. Oleh 

karena itu, pelaksanaan diskresi secara profesional dan sesuai dengan kode etik 

kepolisian menjadi suatu keharusan bagi anggota kepolisian, mengingat 

kekuasaan diskresi tanpa disertai pembatasan kode etik dapat berpotensi pada 

penyalah gunaan kewenangan. Hal ini tentunya tidak dibenarkan dalam tatanan 

hukum itu sendiri, sebab kekuasaan diskresi yang begitu luas dan tanpa batas akan 

menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas kepastian 

hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau 

memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum 

atau perkara pidana yang ditanganinya. Secara umum tindakan diskresi terdiri dari 

dua bentuk yaitu:  

1. Diskresi yang dilakukan oleh petugas kepolisian secara individu dalam 

mengambil tindakan.  

2. Diskresi yang dilakukan berdasarkan petunjuk atau keputusan atasan atau 

pimpinanan dalam satuan kepolisian.  

Berdasarkan konteks pelaksanaan diskresi kepolisian maka bentuk-bentuk 

diskresi kepolisian terdiri dari:  

1. Diskresi yang dilakukan oleh polisi pada saat melakukan proses penyidikan.  

2. Diskresi yang dilakukan oleh polisi pada saat melaksanakan tugas-tugas 

sebagai anggota kepolisian di lapangan.  

Diskresi kepolisian yang dimaksud dalam kajian ini adalah diskresi yang 

dilakukan oleh polisi pada saat melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota 

kepolisian di lapangan, khususnya dalam melaksanaan tugas di bidang lalu lintas. 

Implementasi diskresi kepolisian dalam perkara pidana lalu lintas yang dilakukan 

oleh anak memiliki dasar hukum Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan 

umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas 

dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Data pada 

Satuan Lalu Lintas Polrestabes  Medan  menunjukkan bahwa pada tahun 2021 
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terdapat 32 perkara pidana lalu lintas oleh anak yang diselesaikan oleh Kepolisian 

dengan menggunakan diskresi melalui proses perdamaian antara pelaku/ 

keluarganya dengan korban/ keluarganya.  

Pelaksanaan diskresi secara profesional dan sesuai dengan kode etik 

kepolisian menjadi suatu keharusan bagi anggota kepolisian, mengingat 

kekuasaan diskresi tanpa disertai pembatasan kode etik dapat berpotensi pada 

penyalah gunaan. Hal ini tentunya tidak dibenarkan dalam tatanan hukum itu 

sendiri, sebab kekuasaan diskresi yang begitu luas dan tanpa batas akan 

menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas kepastian 

hukum dan Hak Asasi Manusia. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak 

sebagai pelakunya secara umum terjadi karena faktor kesalahan manusia (human 

error), seperti tidak memiliki kemampuan mengemudikan kendaraannya dengan 

wajar, tidak mengutamakan keselamatan, tidak memiliki SIM, dan tidak 

mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Karekteristik anak sebagai pengendara 

kendaraan bermotor yang memicu kecelakaan lalu lintas adalah: pengemudi tidak 

disiplin, tidak terampil dalam berkendaraan, emosional, melajukan kendaraan 

dengan kecepatan tinggi dan tidak memelihara jalur dan jarak aman.  

Implementasi diskresi Kepolisian dalam penyelesaian terhadap tindak 

pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor 

Deli Serdang   dilaksanakan secara proporsional dan dapat dipertanggung 

jawabkan secara hukum. Artinya polisi tidak boleh bertindak semena-mena dalam 

melaksanakan kewenangan diskresi.  

Kekuasaan diskresi menunjukkan polisi memiliki kekuasaan yang besar 

karena polisi dapat mengambil keputusan di mana keputusannya bisa di luar 

ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh 

hukum. Satu hal yang dapat menjelaskan berkuasanya kepolisian atau lembaga 

lain dalam melaksanakan tugas, yaitu adanya diskresi atau wewenang yang 

diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan 

penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri. 

Kepolisian mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu 

perbuatan diteruskan atau tidak diteruskan dalam proses peradilan pidana dengan 
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alasan-alasan tertentu. Dalam perkara lalu lintas seperti dalam kecelakaan lalu 

lintas, apabila hanya menimbulkan kerugian yang kecil atau luka yang kecil 

biasanya diselesaikan dengan mediasi di antara pelaku dan korban, dan pihak 

kepolisian sebagai saksi atas kesepakatan yang dicapai, perkara tidak diteruskan 

atas dasar kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Namun demikian jika 

kecelakaan akibat kelalaian tersebut menimbulkan kerugian yang besar seperti, 

nyawa maka mediasi tidak dapat dilakukan, adapun pembayaran ganti kerugian 

berupa biaya rumah sakit dan penguburan jenazah korban hanya sebagai salah 

satu pertimbangan yang nantinya digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan 

putusan kepada terdakwa.  

Kesepakatan mengganti kerugian tidak menghapuskan tindak pidananya, 

karena pelaku tetap saja disidik dan diproses dalam sistem peradilan pidana. 

Selanjutnya proses mediasi penal yang dilakukan oleh lembaga kepolisian dalam 

tindak pidana tertentu, bukanlah bentuk diskresi kepolisian, karena dalam diskresi 

kepolisian keputusan yang diambil justru bertentangan dengan peraturan sehingga 

melalui pertimbangan yang sangat banyak dan strategis untuk kepentingan umum. 

Peran polisi bukan sebagai mediator, melainkan hanya sebagai saksi yang 

menyaksikan diselesaikannya perkara pidana tersebut melalui kesepakatan 

perdamaian.  

Mediasi ini pihak korban dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku, 

namun demikian apabila terjadi kesepakatan dari pihak korban dan pelaku untuk 

mengganti kerugian, kesepakatannya tidak menghilangkan penuntutan, sehingga 

proses peradilan tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan kesepakatan ganti 

kerugian hanya bersifat sebagai pertimbangan jaksa dalam mengadakan 

penuntutan, keputusan tetap pada hakim Setiap perkara lalu lintas pada prinsipnya 

yang sampai menimbulkan korban meinggal dunia adalah merupakan perkara 

pidana dan harus diselesaikan melalui pengadilan. Adapun yang dimaksud 

penyelesaian di luar sidang pengadilan adalah penyelesaian perkara secara 

kekeluargaan yaitu antara pelaku dengan keluarga korban untuk melakukan 

perdamaian.  
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Polisi sebagai penyidik dalam praktik sehari-hari khususnya dalam 

menangani perkara lalu lintas yang menyebabkan luka-luka maupun meninggal 

dunia pada diri orang lain dapat menerima penyelesaiannya dilakukan di luar 

pengadilan meskipun perkara tersebut termasuk delik biasa. Hal ini timbul karena 

undang-undang tidak dapat menampung semua perbuatan yang ada di masyarakat. 

Hukum kebiasaan seringkali lebih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Penyelesaian perkara secara damai Perkara pidana lalu lintas jalan yang berakibat 

korban mati atau luka berat secara yuridis dianggap bertentangan dengan 

ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana, namun penyidik dan jaksa 

cenderung dapat menerima penyelesaian secara damai antara pembuat dan korban 

atau keluarga korban.  

Surat perdamaian sebagai sarana untuk menyelesaikan perkara tindak 

pidana kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Deli Serdang   

didasarkan adanya pemahaman bahwa penyelesaian perkara pidana tidak harus 

dengan pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana, dalam hal tersebut 

berdasarkan pada terjadinya perbuatan, apabila terjadi karena kealpaan dan 

kesalahan bukan pada tersangka. Karena tujuan dari pidana adalah sebagai salah 

satu sarana pembinaan untuk menanggulangi masalah-masalah sosial. 

Polisi dalam menentukan perkara diselesaikan melalui pengadilan atau 

tidak harus berdasarkan pada pemeriksaan lapangan, pemeriksaan saksi dan 

pemeriksaan tersangka. Apabila dalam pemeriksaan tersebut tersangka tidak 

terbukti bersalah dan ternyata kesalahan ada pada korban maka perkara dapat 

diselesaikan di luar pengadilan dan terhadap tersangka dikeluarkan surat 

penghentian penyidikan.  

KESIMPULAN 

Diversi diterapkan sejak keluarnya Perma No. 04 Tahun 2014 tanggal 24 

Juli 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak. Diversi dilakukan hanya untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak 

yang ancaman hukuman tindak pidana tersebut dibawah 7 (tujuh tahun) dan bukan 

pengulangan tindak pidana. 
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Hambatan kepolisian dalam melakukan diversi dalam tindak pidana lalu 

lintas yang dilakukan oleh anak adalah terdapat pilihan sanksi antara kurungan 

dan denda. Masyarakat pada umumnya dan anak di bawah umur pada khususnya 

yang melakukan pelanggaran lebih memilih membayar denda sehingga tidak 

menimbulkan efek jera kepada pelanggar dan polisi yang dianggap musuh oleh 

anak-anak di bawah umur karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang 

undang-undang yang berlaku di jalan. 

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 08/Pid.Sus/2015/PN.Mdn 

adalah semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 telah 

terpenuhi, maka perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan 

Primair telah terbukti sehingga Riyan Hidayat telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan 

orang luka berat sehingga divonis selama 6 (enam) bulan, dan denda Rp. 

1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda 

tersebut diganti dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan.  
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